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NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TOTAL KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam 

Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
                        34.531.878 

Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk 

Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
                          2.290.000 

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri 

Kabupaten/Kota
                     239.556.000 

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 

Pembangunan Sumber Daya Industri
                          7.692.000 

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 

Pemberdayaan Industri dan Peran Serta 

Masyarakat

                     400.000.000 

Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Industri
                        28.992.439 

PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran 

Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha 

yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada 

Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 

Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran 

Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota

Persentase fasilitas 

pelabuhan pengumpan 

dan dermaga rakyat dalam 

kondisi baik

                        31.502.696 

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan 

Terminal
                     106.334.436 

Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas 

Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan 

Kabupaten/Kota

                        12.000.000 

Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan 

Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan 

Kabupaten/Kota

                          8.250.000 

Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan 

Pembangunan Fasilitas Parkir

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 

Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan 

Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan 

Kabupaten/Kota

                     477.515.272 

Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek 

Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan 

Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
                          6.530.000 

Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM 

Pengelola Terminal Penumpang Tipe C

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C 

(Fasilitas Utama dan Penunjang)

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian 

Berkala Kendaraan Bermotor
                        17.900.000 

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala 

Kendaraan Bermotor
                                           - 

Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah 

Kendaraan Bermotor Wajib Uji

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian 

Berkala Kendaraan Bermotor
                     137.900.000 

Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala 

Kendaraan Bermotor

Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala 

Kendaraan Bermotor

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
                          4.620.000 

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa 

Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota 

dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa 

Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota 

dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

                                           - 

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri 

berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai 

tambah di dalam negeri.

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan 

meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, mengembangkan 

industri kreatif serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui peran aktif 

koperasi.

1. Persentase kelompok 

petani yang menerapkan 

metode marketing-mix

2. Persentase kelompok 

pedangan yang 

1. Persentase IKM yang 

meningkat sarana dan 

prasarana pendukungnya 

2. Persentase peningkatan 

pelaku industri mebel dan 

bambu yang terlatih

3. Persentase peningkatan 

pelaku industri tenun yang 

terlatih

4. Persentase IKM Yang 

mendapat Bantuan 

Permodalan

1. Persentase terminal 

sesuai standar/dalam 

kondisi baik

2. Persentase ruas jalan 

rawan kemacetan yang 

perlu direkayasa

3. Persentase 

perlengkapan jalan  dan 

fasilitas keselamatan 

dalam  kondisi baik

Cakupan layanan angkutan 

umum layak

4. Persentase kawasan 

parkir yang tertata dengan 

baik dan memiliki fasilitas 

parkir yang memadai

1.

PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN 

PRODUK DALAM NEGERI

Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan 

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN 

INDUSTRI

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan 

Industri Kabupaten/Kota

2.

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS 

DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor



NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TOTAL KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota
                          9.400.000 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan 

Jalan
                          3.900.000 

Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas 

(Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi 

Persetujuan Teknis Andalalin
                          6.165.000 

Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan                         17.565.000 

Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi 

Perdagangan
                          5.990.000 

Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi 

Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana 

Distribusi Perdagangan
                          6.130.000 

Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan 

Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah 

Kabupaten/ Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat 

Agen dan Pasar Rakyat

                          5.060.000 

Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk 

dan Pestisida Bersubsidi
                          2.600.000 

Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan 

Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha 

Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

                          5.010.000 

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan 

meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, mengembangkan 

industri kreatif serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui peran aktif 

koperasi.

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara 

dan mendorong kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, 

ekonomi hijau, dan ekonomi biru

1. Persentase terminal 

sesuai standar/dalam 

kondisi baik

2. Persentase ruas jalan 

rawan kemacetan yang 

perlu direkayasa

3. Persentase 

perlengkapan jalan  dan 

fasilitas keselamatan 

dalam  kondisi baik

Cakupan layanan angkutan 

umum layak

4. Persentase kawasan 

parkir yang tertata dengan 

baik dan memiliki fasilitas 

parkir yang memadai

Persentase Pasar 

Tradisional yang memiliki 

sarana berkondisi baik

Tingkat Ketersediaan 

barang lokal

3.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI 

PERDAGANGAN

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi 

Perdagangan

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG 

KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan 

Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar 

Kabupaten/Kota

2.

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS 

DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota



NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TOTAL KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan 

Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat 

yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi 

Perdagangan

                        19.740.939 

Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar 

Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) 

Kabupaten/Kota

                          7.460.000 

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera 

Ulang
                     113.940.000 

Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal                           5.190.000 

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan 

Kabupaten/Kota

                        56.916.000 

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat 

Kewenangan Kabupaten/Kota

                        39.416.000 

PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan 

Sosial Kabupaten/Kota
Pelayanan Dukungan Psikososial

Persentase korban 

bencana yang menerima 

bantuan sosial saat dan 

setelah masa tanggap 

darurat

                        64.996.000 

Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota
                          9.800.000 

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota
                          6.321.000 

Penyediaan Permakanan                         12.973.000 

Penyediaan Alat Bantu                         10.473.000 

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga 

Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak 

Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta 

Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

                     500.000.000 

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan 

Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam 

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
                              146.000 

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi 

(KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis 

Ancaman Bencana)

                        12.776.000 

Penyusunan Kajian Risiko Bencana 

Kabupaten/Kota
                     266.112.000 

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara 

dan mendorong kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, 

ekonomi hijau, dan ekonomi biru

Membangun dari desa dan dari bawah untuk 

pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan.

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan 

Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim

Persentase desa yang 

memiliki data PMKS yang 

tervalidasi

Persentase PMKS yang 

berdaya

Persentase warga negara 

yang memperoleh layanan 

informasi rawan bencana

Tingkat Ketersediaan 

barang lokal

Persentase penurunan 

kasus sengketa 

perdagangan

Persentase pekerja sosial 

profesional

Pelayanan Informasi Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota

4.

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan 

Sosial Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN 

SOSIAL

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas 

Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 

serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

3.

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG 

KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan 

Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar 

Kabupaten/Kota

PROGRAM STANDARDISASI DAN 

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera 

Ulang, dan Pengawasan

5.

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA



NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TOTAL KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 

Kabupaten/Kota
                                           - 

Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                         49.944.939 

Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban 

Bencana Kabupaten/Kota
                          2.115.000 

Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi 

Korban Bencana Kabupaten/Kota
                        10.660.000 

Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
Koordinasi penanganan Pascabencana 

Kabupaten/Kota
                                           - 

Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana 

(JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan 

Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota

                                           - 

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA 

DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN 

BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

Penyimpanan sementara Limbah B3

Verifikasi Lapangan untuk Memastikan 

Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis 

Penyimpanan sementara Limbah B3

Persentase limbah B3 

dikelola sesuai peraturan 

perundangan-undangan

                        35.511.000 

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

                        26.011.000 

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Infrastruktur

                        11.850.000 

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Infrastruktur

                        11.340.000 

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 

Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bidang Infrastruktur

                        11.850.000 

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

                          9.050.000 

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Kewilayahan

                        11.850.000 

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Kewilayahan

                          6.280.000 

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 

Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bidang Kewilayahan

                              146.000 

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

                        24.690.000 

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Perekonomian

                          8.650.000 

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan 

Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim

Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk 

Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan

Persentase warga negara 

yang memperoleh layanan 

informasi rawan bencana

Persentase realisasi target 

program

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

7.

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian 

dan SDA (Sumber Daya Alam)

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban 

Bencana

6.
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung 

Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan 

Kewilayahan

5.

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA



NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TOTAL KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Perekonomian

                        11.040.000 

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, 

RPJMD dan RKPD)

                        27.110.000 

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
                        17.700.000 

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

                          5.520.000 

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi 

Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
                          2.300.000 

Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                         10.330.000 

Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro 

Kecil
                          1.840.000 

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan 

Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
                          9.170.000 

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan 

Pertambangan dan Lingkungan Hidup
                          2.180.000 

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan 

Energi dan Air
                        17.140.000 

Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi 

Perusahaan
                        12.477.000 

Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi 

Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja serta Pengupahan

                          4.780.000 

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit 

Kompetensi

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 

Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan 

Klaster Kompetensi

                     700.000.000 

Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas 

Tenaga Kerja
                        16.590.939 

Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                           5.000.000 

Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                           3.000.000 

Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan 

Pengembangan Usaha Mikro
                          4.420.000 

Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk 

Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan

Persentase perusahaan 

yang menerapkan tata 

kelola yang layak

Persentase tenaga kerja 

bersertifikat kompetensi 

yang sesuai dengan 

kebutuhan pasar

Persentase usaha mikro 

yang meningkat kapasitas 

pemasaran produknya

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase usulan 

kebijakan bidang 

perekonomian yang 

ditindaklanjuti

7.

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian 

dan SDA (Sumber Daya Alam)

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN

Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan 

Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk 

Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 

(Satu) Daerah Kabupaten/Kota+D1074

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN 

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan 

Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan 

Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan 

Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA 

MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO 

(UMKM)



NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TOTAL KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari 

Kerja
                        10.913.800 

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja 

Online
                          9.798.500 

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN 

KOPERASI

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi 

Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi 

yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah 

Kabupaten/ Kota

Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan 

Pengawasan Koperasi yang Wilayah 

Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

Persentase penurunan 

koperasi yang merugikan 

masyarakat

                        43.000.000 

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi 

Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
Pengembangan Usaha Mikro

Persentase usaha mikro 

yang meningkat kapasitas 

produksinya

                          4.780.000 

Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan 

Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
                        40.870.000 

Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha 

melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko Terintegrasi secara Elektronik

                          7.360.000 

Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi 

perizinan berusaha berbasis risiko
                                           - 

Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di 

bidang perizinan berusaha berbasis risiko
                          3.562.600 

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM 

PENANAMAN MODAL

Pembuatan Peta Potensi Investasi 

Kabupaten/Kota

Penyusunan Peta Potensi Investasi 

Kabupaten/Kota

Persentase Peningkatan 

Potensi Investasi yang 

teridentifikasi

                              204.000 

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN 

PENANAMAN MODAL

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

yang Menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota

Pengawasan Penanaman Modal

Persentase Perusahaan 

Yang Melaporkan Kegiatan 

Penanaman Modal Melalui 

LKPM On Line

                        34.843.000 

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal 

yang Menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman 

Modal Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Promosi 

Investasi langsung yang 

ditindaklanjuti

                              972.000 

Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses 

Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, 

serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

                     476.222.059 

Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan 

dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
                     272.500.000 

Penjaminan Ketersediaan Sarana 

Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

                     273.718.000 

Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk 

Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan

Persentase tenaga kerja 

yang ditempatkan

1. Persentase Petugas 

Pelayanan yang terlatih 

2. Persentase Sarana 

Prasarana Perizinan Yang 

Memadai

Persentase kelompok 

pembudidaya  yang 

memiliki sarana dan 

prasarana perikanan 

tangkap sesuai standar

7.

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN 

BUDIDAYA

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara 

Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal 

yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ 

Kota

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA



NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TOTAL KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah 

Kabupaten/Kota
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

Persentase kelompok 

nelayan yang memiliki 

sarana dan prasarana 

perikanan tangkap sesuai 

standar

                     323.784.314 

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN 

HASIL PERIKANAN

Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri 

Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/ Kota

Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi 

dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Persentase produk 

perikanan yang ditangani 

sesuai standar

                        41.830.000 

Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan 

Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
                        20.359.100 

Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan 

Segar Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan 

mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah 

Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA 

EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan 

KEMANDIRIAN PANGAN

Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung 

Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota

Penyediaan Infrastruktur Pendukung 

Kemandirian Pangan Lainnya

Persentase peningkatan 

stok cadangan pangan 

daerah

Persentase lumbung 

pangan yang memiliki 

sarana yang berkondisi 

baik

                          5.216.000 

PROGRAM PENGENDALIAN DAN 

PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Pengendalian dan Penanggulangan Bencana 

Pertanian Kabupaten/Kota

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan 

(OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan 

Perkebunan

Persentase Luas Area 

Tanam yang Terserang 

Hama Penyakit

                     175.586.900 

Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis 

Sumber Daya Lokal

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan 

Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
                          2.456.000 

Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                           3.376.000 

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 

Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
                          3.686.000 

Pemantauan Stok Pangan

Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat 

Produsen dan Konsumen Wilayah 

Kabupaten/Kota

Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan 

Jalan Usaha Tani
                  4.403.359.894 

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan 

DAM Parit
                     333.020.000 

Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk 

Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN 

PANGAN

Persentase daerah yang 

masuk ke dalam kategori 

sulit untuk pendistribusian 

pangan

Persentase peningkatan 

diversifikasi pangan lokal

1. Persentase Luas Lahan 

Tidur yang dikonversi ke 

lahan pertanian

2. Persentase Prasarana 

Pertanian Berkondisi Baik

7.

Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi 

Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka 

Kecukupan Gizi

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN 

KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau 

Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan 

Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi 

Pasokan dan Harga Pangan

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 

PRASARANA PERTANIAN

Pembangunan Prasarana Pertanian



NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TOTAL KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan 

Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana 

Pendukungnya

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 

Usaha Tani
                  2.049.305.000 

Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di 

Kabupaten/Kota

Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung 

Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi 

dan Spesifik Lokasi

                     406.299.800 

Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung 

Pertanian
                  3.279.949.395 

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan 

Pertanian di Kecamatan dan Desa
                     300.031.639 

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di 

Kecamatan dan Desa
                        38.732.000 

Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan 

Prasarana Penyuluhan Pertanian

PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan 

Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pembinaan  dan  Pengawasan  Penerapan 

standar dan Izin Usaha Pertanian

Persentase Usaha 

Pertanian Yang Memiliki 

Izin Usaha

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Pelayanan Pendaftaran Penduduk Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1. Persentase peningkatan 

kepemilikan dokumen KK

2. Persentase peningkatan 

kepemilikan dokumen KIA

3. Persentase Kepemilikan 

e-KTP

                     102.327.634 

Pengadaan Mebel PAUD                         33.666.000 

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD                                            - 

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
                  1.036.585.500 

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                      602.045.000 

Pengelolaan Dana BOP PAUD                   6.858.061.161 

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi 

Layanan di Bidang Pendidikan
                        83.795.875 

Pembangunan Ruang Kelas Baru                      251.995.000 

Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk 

Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia 

(SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran perempuan, pemuda (generasi 

milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

1. Persentase Luas Lahan 

Tidur yang dikonversi ke 

lahan pertanian

2. Persentase Prasarana 

Pertanian Berkondisi Baik

1. Persentase SDM Petani 

Yang Terlatih

2. Persentase Peningkatan 

Petani Milenial

3. Persentase Kelompok 

Tani yang meningkat Kelas 

Taninya

1. Harapan lama sekolah

2. Rata-rata nilai ujian

3. Rata-rata lama sekolah 

(RLS)

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

8.

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

7.

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 

PRASARANA PERTANIAN

Pembangunan Prasarana Pertanian

Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian



NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TOTAL KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta 

Didik
                                           - 

Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau 

Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas 

Bidang Pendidikan

                        50.000.000 

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga  Peserta Didik 

PAUD
                     876.595.600 

Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                         29.360.000 

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 

Sekolah Nonformal/Kesetaraan
                     253.190.000 

Pengelolaan Dana BOP Sekolah 

Nonformal/Kesetaraan
                  1.785.113.000 

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi 

Layanan di Bidang Pendidikan
                     162.243.800 

Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta 

Didik
                     185.289.000 

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 

Nonformal / Kesetaraan
                     210.946.600 

Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                      546.730.800 

Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                      246.115.000 

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas 

Sekolah
                     921.016.000 

Pengadaan Mebel Sekolah                      338.269.000 

Pengadaan Perlengkapan Sekolah                   2.292.195.400 

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                      129.486.299 

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah 

Dasar

                                           - 

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 

Sekolah
                     182.762.569 

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                 41.681.740.393 

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS 

Sekolah Dasar
                     125.284.000 

Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi 

dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
                                           - 

Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang 

Pendidikan
                                           - 

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi 

Layanan di Bidang Pendidikan
                     211.806.900 

Pembangunan Ruang Kelas Baru                   1.056.991.920 

Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau 

Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas 

Bidang Pendidikan

                  1.190.387.000 

Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta 

Didik
                        74.508.000 

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                      619.130.546 

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah 

Dasar
                     100.000.000 

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                   1.926.460.100 

Pengadaan Mebel Sekolah                   1.049.670.000 

Pengadaan Perlengkapan Sekolah                   2.196.601.000 

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia 

(SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran perempuan, pemuda (generasi 

milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

1. Harapan lama sekolah

2. Rata-rata nilai ujian

3. Rata-rata lama sekolah 

(RLS)

8.

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah 

Pertama



NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TOTAL KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah 

Menengah Pertama
                     150.000.000 

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                            - 

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah 

Pertama
                28.428.031.489 

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS 

Sekolah Menengah Pertama
                     119.715.000 

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi 

Layanan di Bidang Pendidikan
                     195.430.000 

Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta 

Didik
                     176.862.000 

Pembangunan Ruang Kelas Baru                   7.004.766.317 

Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau 

Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas 

Bidang Pendidikan

                                           - 

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                   2.102.840.041 

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 

Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang 

Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan 

prasarana olahraga melalui perencanaan, 

pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan 

pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat 

kabupaten/kota

                        67.808.400 

Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi 

dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi Keolahragaan (Sport Science )

                     240.000.000 

Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan 

Berprestasi kabupaten/kota
                        14.840.000 

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi 

Event dan Single Event  Tingkat Kabupaten/Kota
                              600.000 

Keikutsertaan anggota kontingen 

kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan 

dan kejuaraan olahraga

                                           - 

Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran 

pengembangan organisasi kepemudaan tingkat 

kabupaten/kota

                        19.394.800 

Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan 

Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui 

kemitraan berbasis peneguhan kemandirian 

ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota

                                           - 

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia 

(SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran perempuan, pemuda (generasi 

milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

1. Harapan lama sekolah

2. Rata-rata nilai ujian

3. Rata-rata lama sekolah 

(RLS)

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi 

Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA 

SAING KEPEMUDAAN

8.

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah 

Pertama

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA 

SAING KEOLAHRAGAAN

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 

Prestasi Tingkat Daerah Provinsi



NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TOTAL KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor 

Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan 

melalui pembentukan tim koordinasi 

kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan 

Kepemudaan serta penyusunan dan 

implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat 

kabupaten/kota

                        19.705.200 

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan 

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi 

Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota

                     173.800.000 

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 

Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat 

kabupaten/kota

                                           - 

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 

Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi 

Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota

                        39.960.000 

Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan 

Tingkat Daerah
                        70.000.000 

Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan 

Tingkat Daerah
                     124.600.000 

Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan 

Tingkat Daerah
                                           - 

PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan 

Dasar

Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal 

Pendidikan Dasar

Rata-rata lama sekolah 

(RLS)
                                           - 

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi 

Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter 

Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal 

Ika dan Sejarah Kebangsaan

                              419.500 

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi 

Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter 

Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal 

Ika dan Sejarah Kebangsaan

                     218.785.000 

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 

di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela 

Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 

Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah 

Kebangsaan

                              130.000 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah
                        80.875.047 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
                              860.000 

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Persentase Hasil 

koordinasi Bidang 

pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Pembangunan Yang 

ditindaklajuti

                          9.400.000 

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia 

(SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran perempuan, pemuda (generasi 

milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Persentase organisasi 

kepramukaan yang aktif

Persentase masyarakat 

yang paham terhadap 

ideologi Pancasila dan 

wawasan kebangsaan

9.

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA 

DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan 

Karakter Kebangsaan

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA 

SAING KEPEMUDAAN

Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan 

Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda 

Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda 

Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS 

KEPRAMUKAAN

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi 

Kepramukaan

8.



NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TOTAL KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                         13.890.000 

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan 

Perangkat Desa
                          9.350.000 

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan Pembangunan 

Desa

                        17.000.000 

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum
                        10.650.000 

Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                         12.750.000 

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat 

Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Persentase Layanan 

Kecamatan Sesuai Standar 

Pelayanan

                          8.140.000 

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan 

Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta 

Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia

                          3.900.000 

Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan
                        13.000.000 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   2.671.030.000 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                   1.518.900.000 

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat 

Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

                        98.200.000 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan
                     140.000.000 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait 

dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
                        79.600.000 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat 

Daerah yang Ada di Kecamatan

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan 

kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
                        97.800.000 

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 

PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan

Persentase koordinasi 

pemerintahan umum yang 

ditindaklanjuti

                        32.000.000 

Persentasi layanan 

kecamatan sesuai standar 

pelayanan

Persentase hasil 

pembinaan dan 

pengawasan 

pemerintahan desa yang 

ditindaklanjuti

Persentase koordinasi 

pemerintahan umum yang 

ditindaklanjuti

Persentase hasil 

koordinasi bidang 

pemberdayaan 

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

9.

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 

PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

Sesuai Penugasan Kepala Daerah

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

DAN KELURAHAN
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAN PELAYANAN PUBLIK



NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TOTAL KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Persentase hasil 

koordinasi bidang 

pemberdayaan 

masyarakat dan 

pembangunan yang 

ditindaklanjuti

                          3.700.000 

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                         11.000.000 

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan Aset Desa
                        13.000.000 

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan Pembangunan 

Desa

                        15.000.000 

Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                         10.000.000 

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat 

Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

                          4.000.000 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait 

dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
                          3.000.000 

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan 

Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta 

Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia

                          8.530.000 

Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan
                          2.000.000 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                      501.200.000 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                      329.767.000 

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan
                          5.600.000 

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                           1.500.000 

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan Pembangunan 

Desa

                          2.380.000 

Persentase hasil 

pembinaan dan 

pengawasan 

pemerintahan desa yang 

di tindaklanjuti

Persentase layanan 

kecamatan sesuai standar 

pelayanan

Persentase koordinasi 

pemerintahan umum yang 

ditindaklanjuti

Persentase hasil 

koordinasi bidang 

pemberdayaan 

masyarakat dan 

pembangunan yang 

ditindaklanjuti

Persentase hasil 

pembinaan dan 

pengawasan 

pemerintahan desa yang 

di tindaklanjuti

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

Sesuai Penugasan Kepala Daerah

9.

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 

PEMERINTAHAN UMUM

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAN PELAYANAN PUBLIK

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

DAN KELURAHAN



NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TOTAL KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat 

Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

                        46.750.000 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait 

dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
                          6.000.000 

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan 

Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta 

Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia

                        24.262.000 

Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan
                          7.257.000 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                      200.665.000 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                           4.258.000 

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan
                          4.915.000 

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 

Tingkat Kecamatan
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                           3.810.000 

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                               400.000 

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan Aset Desa
                              400.000 

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan 

Perangkat Desa
                              400.000 

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan Pembangunan 

Desa

                          1.800.000 

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum
                          1.600.000 

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan 

Pembangunan Partisipatif
                              400.000 

Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                               400.000 

Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan 

Perdesaan di Wilayah Kecamatan
                              600.000 

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat 

Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

                        15.397.500 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait 

dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
                              700.000 

Persentase koordinasi 

pemerintahan umum yang 

ditindaklanjuti

Persentase hasil 

koordinasi bidang 

pemberdayaan 

masyarakat dan 

pembangunan yang 

ditindaklanjuti

Persentase hasil 

pembinaan dan 

pengawasan 

pemerintahan desa yang 

di tindaklanjuti

Persentase Layanan 

Kecamatan Sesuai Standar 

Pelayanan

Persentase Layanan 

Kecamatan Sesuai Standar 

Pelayanan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

DAN KELURAHAN

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAN PELAYANAN PUBLIK

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

Sesuai Penugasan Kepala Daerah

9.

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 

PEMERINTAHAN UMUM

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAN PELAYANAN PUBLIK



NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TOTAL KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Persentase hasil 

pembinaan dan 

pengawasan 

pemerintahan desa yang 

di tindaklanjuti

                        13.260.000 

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat 

Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

                        10.200.000 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait 

dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
                          6.120.000 

Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan
                          1.800.000 

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan 

Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta 

Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia

                          3.500.000 

Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan
                        18.300.000 

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Persentase hasil 

koordinasi bidang 

pemberdayaan 

masyarakat dan 

pembangunan yang 

ditindaklanjuti

                          5.935.000 

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan Aset Desa
                          6.900.000 

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan Pembangunan 

Desa

                          6.900.000 

Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                           6.900.000 

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat 

Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

                        15.015.000 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait 

dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
                          6.900.000 

Persentase koordinasi 

pemerintahan umum yang 

ditindaklanjuti

Persentase hasil 

pembinaan dan 

pengawasan 

pemerintahan desa yang 

di tindaklanjuti

Persentase Layanan 

Kecamatan Sesuai Standar 

Pelayanan

Persentase Layanan 

Kecamatan Sesuai Standar 

Pelayanan

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 

PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

Sesuai Penugasan Kepala Daerah

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAN PELAYANAN PUBLIK

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAN PELAYANAN PUBLIK

9.



NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TOTAL KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan 

Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta 

Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia

                        13.824.000 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan
                          6.900.000 

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Persentase hasil 

koordinasi bidang 

pemberdayaan 

masyarakat dan 

pembangunan yang 

ditindaklanjuti

                        10.000.000 

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                           5.000.000 

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan Aset Desa
                          6.800.000 

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan Pembangunan 

Desa

                          1.000.000 

Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                           4.500.000 

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat 

Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

                        11.430.000 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait 

dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
                          4.400.000 

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan 

Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta 

Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia

                        28.186.000 

Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan
                          1.360.000 

Persentase Layanan 

Kecamatan Sesuai Standar 

Pelayanan

Persentase koordinasi 

pemerintahan umum yang 

ditindaklanjuti

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 

PEMERINTAHAN UMUM

Persentase koordinasi 

pemerintahan umum yang 

ditindaklanjuti

Persentase hasil 

pembinaan dan 

pengawasan 

pemerintahan desa yang 

di tindaklanjuti

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAN PELAYANAN PUBLIK

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 

PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

Sesuai Penugasan Kepala Daerah

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

9.



NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TOTAL KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi 

Pemerintahan Desa
                        62.925.168 

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa                                            - 

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan 

Pembangunan Desa
                        19.410.000 

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                   1.679.690.908 

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur 

Pemerintah Desa
                                           - 

Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan 

Lembaga Kerja Sama antar Desa
                        12.645.000 

Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Desa
                                           - 

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan 

Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 

Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga 

Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum 

Adat

                        22.105.000 

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 

Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga 

Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum 

Adat

                     214.406.348 

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi 

Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

                          7.440.000 

Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong 

Masyarakat
                                           - 

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam 

Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

                     600.000.000 

1. Persentase BUMDES 

yang Berkembang

2. Persentase desa tertib 

administrasi

3. Persentase Desa Tertib 

Administrasi

1. Persentase konflik sosial 

yang diselesaikan oleh 

lembaga adat

2. Persentase desa yang 

memiliki lembaga adat 

aktif

3. Persentase desa yang 

memanfaatkan teknologi 

tepat guna

10.

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan Desa

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN 

MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang 

Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan 

Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat 

yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang 

Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi 

Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan



NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TOTAL KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

PROGRAM PENATAAN DESA Penyelenggaraan Penataan Desa
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, 

dan Perubahan Status Desa

Persentase desa yang 

ditata
                     441.112.000 

Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                         70.900.000 

Pengelolaan Promosi ASN                      297.196.900 

Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan 

PPPK
                     145.219.700 

Koordinasi Pelaksanaan Administrasi

Pemberhentian

                        17.279.800 

Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                               120.000 

Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                           5.860.100 

Pengelolaan Data Kepegawaian                           5.999.900 

Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                      157.056.200 

Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                      747.938.000 

Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat                         21.197.900 

Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 

Jabatan Fungsional
                              879.800 

Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan 

Fungsional
                        11.634.000 

Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai                         22.020.000 

Pembinaan Disiplin ASN                           8.701.100 

Penyusunan Standar Harga                         78.900.000 

Penatausahaan Barang Milik Daerah                      235.271.878 

Inventarisasi Barang Milik Daerah                         30.300.000 

Penilaian Barang Milik Daerah                      146.640.000 

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, 

Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan 

Penghapusan Barang Milik Daerah

                     158.240.000 

Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan 

Barang Milik Daerah
                     116.190.000 

Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                         82.770.000 

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan 

Perubahan PPAS
                        41.190.600 

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                            - 

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi 

Perubahan RKA-SKPD
                                           - 

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                            - 

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi 

Perubahan DPA-SKPD
                                           - 

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah 

tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran APBD

                     434.207.500 

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

                     411.965.000 

Utilitas Aset

Persentase alokasi 

anggaran wajib sesuai 

ketentuan

1. Persentase ASN yang 

memiliki kompetensi 

sesuai ketentuan                           

2. Persentase ASN yang 

memiliki kualifikasi 

pendidikan tinggi           3. 

Persentase pegawai yang 

memiliki nilai SKP minimal 

baik                    4. Tingkat 

pelanggaran disiplin 

pegawai

11.

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK 

DAERAH

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang 

Berkualitas Dan Berdaya Saing

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran 

Daerah

Mutasi dan Promosi ASN

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 

Kepegawaian ASN

Pengembangan Kompetensi ASN

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Pengelolaan Barang Milik Daerah

10.
Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi 

Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan



NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TOTAL KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta 

Kebijakan Bidang Anggaran
                        51.950.000 

Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah 

Pemerintah Kabupaten/Kota
                        18.400.000 

Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan 

Daerah

Implementasi dan Pemeliharaan Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan 

Daerah

                        37.950.000 

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak 

Daerah
                        62.970.000 

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan 

Pajak Daerah
                              300.000 

Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                      490.974.212 

Penetapan Wajib Pajak Daerah                      115.040.000 

Penagihan Pajak Daerah                      171.582.976 

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah
                     111.340.000 

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

                        35.452.324 

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Pemerintahan

                          8.020.000 

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Pemerintahan

                          5.060.000 

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 

Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bidang Pemerintahan

                          4.600.000 

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan 

Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

                        61.162.500 

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Pembangunan Manusia

                        23.460.000 

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Pembangunan Manusia

                          7.350.000 

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 

Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bidang Pembangunan Manusia

                          5.820.000 

Penelitian dan Pengembangan Bidang 

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian 

Peraturan

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian 

dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan 

Ketatalaksanaan

                     102.069.600 

Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 

Bersifat Inovatif

                        57.817.400 

Analisis Data dan Informasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah
                          1.915.000 

Persentase alokasi 

anggaran wajib sesuai 

ketentuan

Persentase Peningkatan 

PAD

Persentase realisasi target 

program

Persentase hasil litbang 

yang dimanfaatkan

Persentase konsistensi 

RKPD dengan Renja

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

11.
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang 

Berkualitas Dan Berdaya Saing

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

DAERAH

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan 

Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan 

Daerah

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN 

EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran 

Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN 

DAERAH
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan 

dan Pembangunan Manusia



NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TOTAL KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi 

Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
                          4.980.000 

Penyusunan Profil Pembangunan Daerah 

Kabupaten/Kota
                          8.870.000 

Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan 

Pelaksanaan Pembangunan Daerah di 

Kabupaten/Kota

                        11.104.100 

Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan 

Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
                        23.598.600 

Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan Dokumen 

Kebijakan Lainnya

                        41.772.000 

Pelaksanaan Konsultasi Publik                         22.600.000 

Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat 

Daerah/Lintas Perangkat Daerah
                          2.246.000 

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                         22.601.000 

Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang 

Kecamatan
                        28.761.000 

Koordinasi Penyusunan dan Penetapan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten/Kota

                     721.010.000 

Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                           7.360.000 

Pengendalian dan Evaluasi Program 

Pembangunan
                        52.851.348 

Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan 

Pembangunan
                          6.000.000 

Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                      169.480.000 

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian 

Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
                     593.533.086 

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian 

Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
                     129.750.000 

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, 

Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas 

Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, 

Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 

Masyarakat

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan 

dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM)

                        68.240.000 

Persentase usulan 

kebijakan bidang 

perekonomian yang 

ditindaklanjuti

1. Persentase usulan 

kebijakan bidang 

kesejahteraan rakyat yang 

ditindaklanjuti

2. Persentase usulan 

kebijakan bidang 

pemerintahan yang 

Persentase desa siaga aktif 

mandiri

Persentase konsistensi 

RKPD dengan Renja

11.
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang 

Berkualitas Dan Berdaya Saing

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

BIDANG KESEHATAN

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan 

Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan 

Daerah

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN 

EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan



NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TOTAL KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak 

Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas 

C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan 

Pelayanan Kesehatan Rujukan

Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan 

Prasarana Pendukungnya

Pembangunan Puskesmas

Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan                      733.000.000 

Pengembangan Puskesmas                   1.777.265.700 

Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas                      139.129.000 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas 

Kesehatan Lainnya

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas 

Tenaga Kesehatan

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang 

Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi

Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat 

Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan

                     153.402.000 

Pengembangan Rumah Sakit

Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan 

Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan 

Minuman di Fasilitas Kesehatan

                  9.624.668.000 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui 

Pendekatan Keluarga

Pengembangan Pendekatan Pelayanan 

Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan 

Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan 

Berbasis Telemedicine)

Distribusi  Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis 

Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, 

Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan

                     289.214.000 

1. Persentase orang 

terduga TBC mendapatkan 

pelayanan TBC sesuai 

standar

2. Persentase Rumah Sakit 

terakreditasi

3. Persentase balita 

stunting

4. Persentase pemenuhan 

jenis layanan spesialistik

5. Nilai IKM Lab Kes, 

Rumah Sakit & Puskesmas

6. Persentase puskesmas 

terakreditasi

7. Persentase balita gizi 

kurang

8. Presentasi Jumlah Bayi 

(Usia 0-11 Bulan) yang 

mendapat imunisasi 

lengkap

11.
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang 

Berkualitas Dan Berdaya Saing

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk 

UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota



NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TOTAL KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                      695.534.260 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                      633.203.472 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru 

Lahir
                     582.660.100 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                      188.569.996 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 

Pendidikan Dasar
                     368.000.000 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 

Produktif
                     407.060.000 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 

Lanjut
                     376.640.000 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita 

Hipertensi
                     583.200.000 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita 

Diabetes Melitus
                     714.000.000 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan 

Gangguan Jiwa Berat
                  1.122.800.000 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 

Terduga Tuberkulosis
                     881.400.000 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan 

Risiko Terinfeksi HIV
                     541.800.000 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi 

Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi 

Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat 

Bencana dan/atau Berpotensi Bencana

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 

Masyarakat

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 

Olahraga

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                      125.000.000 

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                      306.734.000 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, 

Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional 

Lainnya

Pengelolaan Surveilans Kesehatan                      341.400.000 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan 

Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

1. Persentase orang 

terduga TBC mendapatkan 

pelayanan TBC sesuai 

standar

2. Persentase Rumah Sakit 

terakreditasi

3. Persentase balita 

stunting

4. Persentase pemenuhan 

jenis layanan spesialistik

5. Nilai IKM Lab Kes, 

Rumah Sakit & Puskesmas

6. Persentase puskesmas 

terakreditasi

7. Persentase balita gizi 

kurang

8. Presentasi Jumlah Bayi 

(Usia 0-11 Bulan) yang 

mendapat imunisasi 

lengkap

11.
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang 

Berkualitas Dan Berdaya Saing

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TOTAL KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan 

NAPZA

Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis 

Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan 

Tidak Menular
                     294.360.000 

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                 13.562.552.114 

Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di 

Fasyankes dan Sekolah

Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit 

Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
                        64.550.000 

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                         87.000.000 

Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan

Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Operasional Pelayanan Puskesmas

Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan 

Lainnya
                     140.357.000 

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di 

Kabupaten/Kota
                        52.560.000 

Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian 

Obat Massal)

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon 

Wabah

Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan 

Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan 

Tuberkulosis

Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan 

HIV (ODHIV)

1. Persentase orang 

terduga TBC mendapatkan 

pelayanan TBC sesuai 

standar

2. Persentase Rumah Sakit 

terakreditasi

3. Persentase balita 

stunting

4. Persentase pemenuhan 

jenis layanan spesialistik

5. Nilai IKM Lab Kes, 

Rumah Sakit & Puskesmas

6. Persentase puskesmas 

terakreditasi

7. Persentase balita gizi 

kurang

8. Presentasi Jumlah Bayi 

(Usia 0-11 Bulan) yang 

mendapat imunisasi 

lengkap

11.
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang 

Berkualitas Dan Berdaya Saing

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TOTAL KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Koordinasi dan Sinkronisasi  Penerapan SPM 

Bidang Kesehatan  Kabupaten/Kota

Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak                      557.258.000 

Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan

Pengelolaan Layanan Imunisasi

Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan 

Secara Terintegrasi
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                      316.420.957 

Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga 

Kesehatan

Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan 

serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga 

Kesehatan

Pengembangan Mutu dan Peningkatan 

Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia 

Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pengembangan Mutu dan Peningkatan 

Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia 

Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

                  1.236.773.000 

Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan 

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan Sesuai Standar

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat 

Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat 

Tradisional (UMOT)

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak 

Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, 

Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro 

Obat Tradisional (UMOT)

                        76.300.000 

1. Persentase orang 

terduga TBC mendapatkan 

pelayanan TBC sesuai 

standar

2. Persentase Rumah Sakit 

terakreditasi

3. Persentase balita 

stunting

4. Persentase pemenuhan 

jenis layanan spesialistik

5. Nilai IKM Lab Kes, 

Rumah Sakit & Puskesmas

6. Persentase puskesmas 

terakreditasi

7. Persentase balita gizi 

kurang

8. Presentasi Jumlah Bayi 

(Usia 0-11 Bulan) yang 

mendapat imunisasi 

lengkap

Persentase tenaga 

kesehatan yang memenuhi 

standart

Persentase makanan dan 

minuman yang lolos uji

Persentase obat layak edar 

pada sarana pelayanan 

kefarmasian

11.

Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di 

Wilayah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 

DAYA MANUSIA KESEHATAN

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan 

Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan 

UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN 

DAN MAKANAN MINUMAN

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang 

Berkualitas Dan Berdaya Saing

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TOTAL KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan 

Produk Makanan Minuman Industri Rumah 

Tangga

Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-

Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar 

dan Pengawasan serta Tindak Lanjut 

Pengawasan

                     124.480.000 

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri 

Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin 

Produksi, untuk Produk Makanan Minuman 

Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri 

Rumah Tangga

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak 

Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan 

Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai 

Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman 

Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri 

Rumah Tangga

                     113.429.000 

Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional                                            - 

Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan 

Pemda
                        33.360.000 

Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi 

Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta 

rencana SPBE pemerintah daerah

Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan 

Kabupaten atau Kota Cerdas
                        30.320.000 

Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai 

kewenangan Dinas Kominfo

Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE                         15.000.000 

Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan 

Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa

Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas 

Informasi Masyarakat
                          3.680.000 

Pelayanan Informasi Publik                           9.120.000 

Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan 

Aspirasi Publik
                                           - 

Pengelolaan Media Komunikasi Publik                      347.610.000 

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

Komunikasi Publik
                     208.882.375 

1. Persentase pelayanan 

publik yang 

diselenggarakan secara 

online dan terintegrasi

Indeks SPBE

2. Persentase layanan 

administrasi pemerintahan 

yang terintegrasi

1. Persentase OPD yang 

terhubung dengan akses 

internet yang disediakan 

oleh Dinas Kominfo

2. Persentase Kelompok 

Informasi Masyarakat 

yang menyebar Informasi 

dan Kebijakan Pemerintah 

Persentase makanan dan 

minuman yang lolos uji

Persentase obat layak edar 

pada sarana pelayanan 

kefarmasian

11.

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI PUBLIK

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN 

DAN MAKANAN MINUMAN

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI 

INFORMATIKA

Pengelolaan E-government di Lingkup 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang 

Berkualitas Dan Berdaya Saing



NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TOTAL KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD                      439.320.000 

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota                                            - 

Pemantauan  Data dan Informasi Keluarga 

Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon 

Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca 

salin/kelahiran, Baduta/Balita)

                     723.000.000 

Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting 

(Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, 

Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

                     867.600.000 

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi 

Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, 

Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan 

Keluarga)

                        14.820.000 

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, 

BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan 

Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))

                        12.620.000 

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, 

BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan 

Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

                     130.000.000 

Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai 

Penyuluhan Bangga Kencana
                     924.053.850 

Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program 

Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi 

Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa 

(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

                     231.600.000 

Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja 

advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
                     219.120.000 

Persentase Ketersediaan 

DokumenPerencaaan 

Lingkungan yang 

diimplementasikan

1. Persentase Keluarga 

Sejahtera

2. Persentase pusat 

pelayanan keluarga 

sejahtera  (PPKS) di setiap 

kecamatan yang aktif

1. Persentase Pasangan 

Usia Subur (PUS) yang 

ingin ber KB tidak 

terpenuhi (Unmet need)

2. Persentase Masyarakat 

yang terpapar isi pesan 

program Kependudukan 

Keluarga Berencana dan 

Pembangunan Keluarga 

(KKBPK)

3. Persentase peserta KB 

Aktif MKJP

4. Persentase pemakaian 

kontrasepsi modern 

11.

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA 

(KB)

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi 

dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan 

KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta 

Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah 

Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga 

Melalui Pembinaan Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui 

Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN 

KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang 

Berkualitas Dan Berdaya Saing



NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TOTAL KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting 

(DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
                     578.800.000 

Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga 

Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
                     174.505.000 

Penggerakan Kader Institusi Masyarakat 

Pedesaan (IMP)
                  1.654.090.000 

Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana  di 

Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
                        71.470.000 

Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat 

Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 

ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan 

Jejaringnya

                        32.400.000 

Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
                  1.112.075.000 

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk 

Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan 

Pelaporan Program Bangga Kencana

Persentase perangkat 

daerah yang menyusun 

dan memanfaatkan 

rancangan induk 

pengendalian penduduk

                                           - 

Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis 

Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk 

Hewan
                          5.350.000 

Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis 

Kesejahteraan Hewan

Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan 

pada Unit Usaha
                          1.320.000 

Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran 

Hewan dan Produk Hewan Daerah 

Kabupaten/Kota

Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis 

untuk  Pemasukan  dan/atau Pengeluaran 

Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa 

Penyakit Hewan Lainnya (HPM)

                          8.250.000 

Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan 

Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan 

Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan 

Zoonosis pada Hewan
                     549.829.973 

1. Persentase Pasangan 

Usia Subur (PUS) yang 

ingin ber KB tidak 

terpenuhi (Unmet need)

2. Persentase Masyarakat 

yang terpapar isi pesan 

program Kependudukan 

Keluarga Berencana dan 

Pembangunan Keluarga 

(KKBPK)

3. Persentase peserta KB 

Aktif MKJP

4. Persentase pemakaian 

kontrasepsi modern 

1. Persentase produk hasil 

peternakan yang ditangani 

sesuai standar ASUH               

2. Tingkat kelahiran ternak                           

3. Tingkat kematian ternak                              

4. Persentase ternak yang 

tidak terserang penyakit

11.

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA 

(KB)

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta 

Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan 

dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas 

Lapangan KB (PKB/PLKB)

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan 

Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan 

Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN 

DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang 

Berkualitas Dan Berdaya Saing



NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TOTAL KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Pembangunan Prasarana Pertanian
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan 

Prasarana Pertanian Lainnya
                  1.008.643.350 

Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak                           6.680.000 

Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan 

Hijauan Pakan Ternak
                        18.970.000 

Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan 

Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
                  1.043.240.000 

Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, 

Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
                          8.360.000 

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan 

Pertanian di Kecamatan dan Desa
                        52.953.600 

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di 

Kecamatan dan Desa
                        14.800.000 

Penanganan Penyelesaian Kerugian

Negara/Daerah

                          1.800.000 

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                         95.075.000 

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                         71.370.000 

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                         66.290.000 

Reviu Laporan Kinerja                         31.600.000 

Reviu Laporan Keuangan                         38.500.000 

Pengawasan Desa                                            - 

Kerja Sama Pengawasan Internal                         21.500.000 

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan APIP

                     133.690.000 

1. Persentase Luas Lahan 

Tidur yang dikonversi ke 

lahan pertanian

2. Persentase Prasarana 

Pertanian Berkondisi Baik

1. Persentase SDM Petani 

Yang Terlatih

2. Persentase Peningkatan 

Petani Milenial

3. Persentase Kelompok 

Terwujudnya Tindak 

Lanjut Hasil Rekomendasi 

Hasil Pemeriksaan BPK RI 

dan Aparat Pengawas 

Pemerintah, Hasil 

Pengawasan, Reiview dan 

Evaluasi

11.

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 

PRASARANA PERTANIAN

Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan 

Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan 

Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit 

Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan 

dalam Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan 

Tertentu

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang 

Berkualitas Dan Berdaya Saing



NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR TOTAL KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, 

PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang 

Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang 

Pengawasan

Persentase objek 

pemeriksaan yang 

dilakukan pengawasan

                              875.000 

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan Pembangunan 

Desa

                        11.370.000 

Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                           3.500.000 

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat 

Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

                          8.815.000 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

Dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait 

dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
                              800.000 

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan 

Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta 

Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia

                        41.250.000 

Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan
                          2.800.000 

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan 

Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta 

Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia

                        30.160.000 

Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan
                          1.200.000 

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Persentasi hasil 

pembinaan dan 

pengawasan 

pemerintahan desa yang 

di tindaklanjuti

                          6.512.000 

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                           5.100.000 

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan Aset Desa
                          5.100.000 

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan Pembangunan 

Desa

                          2.550.000 

Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa
                          2.550.000 

Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan 

Perdesaan di Wilayah Kecamatan
                          2.550.000 

Persentase hasil 

pembinaan dan 

pengawasan 

pemerintahan desa yang 

di tindaklanjuti

Persentase hasil 

pembinaan dan 

pengawasan 

pemerintahan desa yang 

ditindaklanjuti

Persentase Layanan 

Kecamatan Sesuai Standar 

Pelayanan

Persentase koordinasi 

pemerintahan umum yang 

ditindaklanjuti

11.

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAN PELAYANAN PUBLIK

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 

PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

Sesuai Penugasan Kepala Daerah

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang 

Berkualitas Dan Berdaya Saing
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